
 
 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PULANG PISAU 

 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

KABUPATEN PULANG PISAU 
 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK 

DI BPS KABUPATEN PULANG PISAU 
 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PULANG PISAU 

 
Menimbang                  : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud 

dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik 
kepada masyarakat pengguna data secara luas; 

 2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan 
penerapan   standar   pelayanan   publik   agar   lebih   baik   sehingga   tercipta 
pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional; 

 

Mengingat                  : 
 

1. 
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3683); 

 2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3854); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 
25 tahun 2009; 

 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 

 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik   Indonesia   Nomor   15   Tahun   2014   tentang   Pedoman   Standar 
Pelayanan; 

 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 

 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001 tentang 
organisasi dan tatakerja perwakilan BPS di daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017; 

 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Standar 
Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 

 

Memperhatikan          :    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat 
Statistik
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Pada tanggal: 2 Januari 2024 
 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO 

 

 
 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan               :    Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan 

Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di BPS Kabupaten Pulang Pisau. 
 

KESATU                     :    Standar  Pelayanan  publik  menurut  jenis  layanan,  sebagaimana  termuat  dalam 
lampiran Surat Keputusan ini. 

 

KEDUA                       :    Maklumat  Pelayanan  Publik  BPS  Kabupaten  Pulang  Pisau  adalah:  “Dengan  Ini 
Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang 
Telah ditetapkan Serta Siap Menerima Sanksi Untuk Setiap Pengaduan Yang Tidak 
Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku.” 

 

KETIGA                      :    Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat 
keputusan ini. 

 

KEEMPAT                  :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 

Ditetapkan di: Pulang Pisau 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL    : 2 JANUARI 2024 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 

1. 

3. 

2. 

4. 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL    : 2 JANUARI 2024 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 
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LAMPIRAN III 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL    : 2 JANUARI 2024 

 
 
 

SISKA 
Kabupaten Pulang Pisau. 

Sistem Informasi Statistik dan Konsultasi Data: 

SISKA 
0811-520-6210. 

SISKA. 

7. Pengguna layanan mendapatkan respon cepat melalui bot 
system yang tersedia, dengan memasukkan pilihan angka 
sesuai menu. Data yang diinginkan langsung muncul. 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

Kabupaten Pulang Pisau (pulpiskab.bps.go.id). 

SISKA 

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 
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LAMPIRAN  IV 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 

 
 
 

Kabupaten Pulang Pisau; 

Kabupaten Pulang Pisau. 
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Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau 
J. Trans Kalimantan, Mantaren I, Pulang Pisau 
Email: pulpiskab@bps.go.id 

10.000,- 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 
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LAMPIRAN  V 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 

 
 

Kabupaten Pulang Pisau. 

SISKA 

SISKA 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 Whatsapp 
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LAMPIRAN  VI 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 

 
 
 
 

Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau 
J. Trans Kalimantan, Mantaren I, Pulang Pisau 
Email: pulpiskab@bps.go.id 
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KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO

pulpiskab.bps.go.id 

pulpiskab@bps.go.id 

0811-520-5210 
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LAMPIRAN VII 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 

 

 

Motto Pelayanan Publik BPS Kabupaten Pulang Pisau adalah: 
 

“Melayani Dengan Profesional, Integritas, dan Amanah” 
 

 
 

 

 

 

 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO
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LAMPIRAN VIII 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 
 

 

 
 

STANDAR LAYANAN WAKTU  
DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG 

 
 

 
1. Standar waktu layanan untuk berbagai jenis layanan yang tersedia pada BPS Kabupaten 

Pulang Pisau telah diatur secara lengkap pada SK Penetapan Standar dan Maklumat 

Pelayanan Publik. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat waktu layanan yang melebihi 

standar yang berlaku, maka pengunjung PST diharapkan untuk melapor melalui media 

pengaduan yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau yaitu pada: 

 Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST 

 Email   : pulpiskab@bps.go.id 

 Whatsapp  : 0811-520-6210 

2. Kompensasi yang diberikan adalah 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS 

Kabupaten Pulang Pisau berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan 

melalui email atau whatsapp. 

 
 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG 

PISAU, 
 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO 
  

mailto:pulpiskab@bps.go.id
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LAMPIRAN IX 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU 
NOMOR      : 5 TAHUN 2024 
TANGGAL   : 2 JANUARI 2024 

 

 

 
 

PROSEDUR PENANGANAN FRAUD KEBOCORAN DATA 
 

 
 
 

1.  Lakukan seluruh SOP yang berlaku dalam pelayanan agar kebocoran data tidak terjadi 
 

2.  Kebocoran data adalah situasi yang serius dan harus ditangani dengan cepat dan 

efektif untuk mencegah potensi kerusakan lebih lanjut. Berikut adalah prosedur umum 

yang dapat diikuti jika terjadi kebocoran data: 

a)  Identifikasi Kebocoran: 
 

Identifikasi sumber, jenis, dan ruang lingkup kebocoran data. Perluasan akses yang 

tidak sah atau kehilangan kontrol terhadap informasi sensitif harus diidentifikasi 

secara tepat. Lakukan pengecekan baik dari sisi perangkat, akses maupun lingkup 

data yang diambil. 

b)  Hentikan Akses Tidak Sah: 
 

Langkah pertama adalah memastikan bahwa kebocoran data tidak berlanjut. 

Lakukan tindakan cepat untuk menghentikan akses tidak sah atau penyebaran lebih 

lanjut data yang bocor. Perbaharui kode akses dan password perangkat. 

c)  Isolasi dan Pemulihan: 
 

Isolasi area yang terkena dampak untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan 

memulihkan sistem keadaan yang aman. Gunakan backup yang tidak terpengaruh 

jika perlu. Lakukan backup secara berkala untuk menjalankan prosedur ini. 

d)  Pelaporan: 
 

Laporkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik atas setiap identifikasi kebocoran 

yang terjadi. Pemberitahuan kepada otoritas (BPS secara berjenjang dan Badan 

Kepegawai) yang sesuai dan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku terhadap pelaku. 

e)  Evaluasi Dampak: 
 

Evaluasi dampak kebocoran data terhadap organisasi, karyawan, pelanggan, dan 

mitra. Tinjau kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan kosumen data maupun 

instansi lainnya. 
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f)   Perbaikan dan Peningkatan Sistem Keamanan: 
 

Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan proses internal untuk 

mengidentifikasi kelemahan yang memungkinkan terjadinya kebocoran. Perbarui 

kebijakan dan tata kelola keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 

g)  Pemberitahuan kepada Pihak Terkena: 
 

Beri tahu pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebocoran data, seperti karyawan, 

pelanggan, atau mitra, dan berikan informasi yang jelas tentang insiden serta langkah- 

langkah yang diambil untuk menanggapi kebocoran. 

h)  Kolaborasi dengan Tim Hukum dan Komunikasi: 
 

Kolaborasi dengan tim hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan 

undang-undang yang berlaku. Sertakan tim komunikasi untuk mengelola pesan publik 

dan mengatasi reputasi organisasi. 

 

 
 
 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

 
 
 
 
 

OO SUHARTO 
 


